o PER@MUSAN ANCAMAN SANK@E PIDANA
%AEJAM UNDANG-UNDANG DLBIDANG HUKUM -
ABMENKSTRASE DAN KEPERDATAAN" _ ®

 Oteho/Mudzakkir, S.H, MAH."

' C A PENDAHULUAN
L Perkembangan hukum pidana dalam updang-undang di luar KUHP
fo -telah membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan hukim
o '.pldana nasional Indonesia. Pada mulanya kebijakan tersebut dipergunakan
i+ + dalam rangka untul melengkapi atau menyempurnakan hukum pidana’
“ooyang: dimuat dalam KUHP dengan cara menambah ketentuan hukum
pidana -dalam undang-undang di luar KUHP, ternyata dalam
< perkembangannya perumusan hukum pidana dan pemidanaan telah
membentuk rumusan norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri yang
- tidak lagi mengacu kepada Buku I KUHP sebagai ketentuan wmum
“hulkum pidana.

Akibat dari perumusan-hukum pidana dan pemidanaan vang tidak
~ mengacu Kepada ketentuan wmuam hukum pidana Buke I KUHP, teriadi
* duplikasi atau triplikasi norma hukum pidana dan sistem perumusan
' ancaman pidana yang tidak sinkron dengan sistem perumusan ancaman

- pidana dalam KUHP, terutama mengenai adanya ancaman maksimum
khusus yang melebihi dari ancaman pidana dari sistem pemidanaan

~dalam Ketentgan Umum Buku 1. Bahkan ada kecenderungan bahwa

+adanya ancamanisanksi pidana tersebut seolah-olah menjadi keharusan
dalam membentuk undang-undang, sehingga keadaan sekarang dinilai
terlalu banyak ancaman'sanksi pidana yang melebihi batas yang dapat
ditoleransi {overcriminalization).

Makalah ini mambahas salah satu aspek perkembangan hukum pidana
di lnar KUHP dari sudut perumusan ancaman sanksi pidana yang
pembahasannya mencakup perkembangan hukuen pidana melalui undang-
undang di luar KUHP, perumusan ancaman sanksi pidana, dan temuan

" Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010
“% Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum U Yogyakarta
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i serta . peimdsalahm yang tezkzut cien gai 1n3p11kasnya daldm pla?\tzk'.

___pemﬁaimn huku*g

'. PBREEMBANGAN HE}KHM PQDANA MEZLALEE HNBANG-'_

UNDANG DI LUAR K‘{}HP

Hukum plciana telah dlkembanchan melahu dua cara, yaiiu meialm_ Dy
amandemen KUHP dan melalui pembentukan hukum pidana dalam undane- -

. undang diduar KUHP. Peremusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi -

pidana melalui kebijakan amandemen KUHP relatif lebih sistematile

- sdaripada-kebijakan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi
-~ pidana dilakukan dengan mempertimbanglkan nomma hukum pidana yang
- telah ada pada bagian atau paragraf yang relevan sehingga tersusun

 segara sistematik. Sedangkan perumusan petbuatan pidana dan ancaran

"....sanksi pidana dalam.undang-undang di luar KUHP cenderung bersifat
.+ independen dan cenderung memilih membuat rumusan sendiri perbuatan
.. pidana dan ancaman sanksi pidananya serta melepaskan ikatannya dengan

_' keteniuan umum hukum pidana dalam Buku L

Cara pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di lnar
KUHP tessebut mengacu kepada Pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan:

Pasal 103

o I{etemudn I tenruan dalam Bab I sampai Bab VI buku ini juga berlaku
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya

diancam de;}uan pldana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan

' lain,

. Kalimat yang mdnyamkan “...kecuali jika oleh undang-undang ditentukan

- lain” tersebut, dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam
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~undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang
- menyimpang dengan‘ketentuan umum huksm pidana sebagaimana dimuat

dalam Bab I sampai dengan Bab VI Buku I KUHE

singkatnya, KUHP sendiri telah memberikanpeluang kepada pembentuk
undang-undang untuk mengatur hukum pidana di luar KUHP dan boleh
menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP,
Hal ini diperkuat dengan interpretasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang
memuat ketentuan yang intinya dimungkinkan adanya sanksi pidana
dalam undang-undang di luar KUHP. Meskipun secara jelas dalam lampiran
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Vi .imdanﬁ—undancr tersebut dmydtaixan “Ketentuzm Pidana (jika diperlukan)”,
“‘namun dalarn mterpreta31 dalam praktik pembentukan undang-undang
: ;'yanc dxbukul\an dengan produk hukum beyupa undang-undang di bidang
":'_-_".'hukum admimstram memiliki_muatan materi larangan yang kemuchan
_ "dlsertaln dengan ancaman sasiksi pidana. Ancaman sanksi pidana acapkali
o :';..lepahami seba6a1 ‘bentuk dorongan atau.pada level yang lebib tinggi
' ..:': _.paLsaan agar hukum yang dimuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus
~memberi be}\al kepada' apmat -pelaksana dan aparat penegak hukum
e untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana.
o E:Adanya ancéman sankm padana dipahami seba@au alat efektif agar hukum
- d1taat1 oleh masyarakat rna.ka undanmundanﬂf yang t1dak memuat ketentuan
_ __ancaman sanksi pldana acap kali chpandano belum Eencrkap atau ‘percuma’
- (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat). =

. Atas dasar pemahaman hukum yang demikian, hukum pidana yang
. dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP semakin
;han semakm banyak dan tidak ierkendali,

" Secara umum perumusan noria hukum pidana yang berlanjut kepada
. perumusan ancaman sanksi pidana sebagai cafatan yang perlu mendapat
. perhatian dalam diskusi ini adalah:

1. Kebijakan menghapus pasal KUHP dipindahkan ke dalam hukum
pidana dalam undang-undang di lnar KUHP disertai dengan
pemberatan ancaman pidana, sehingga menjadi satu-satunya norma
hukum, pidana yang berada di luar KUHP.

o)

Kebijakan menduplikasi atau menggandakan pasal-pasal KUHP ke
dalam hukum pidana dalam vondang-undang di luar KUHP dengan
memberatkan ancaman pidana.

(W]

Kebijakan merumuskan notma hukum pidana baru yang sesungguhnya
rumusannya telah ada dalam KUHP tetapi dengan menambah unsur-
unsur baru sebagai rumusan perbuatan p1dan¢1 wmum { genuspdisertai
'dengan pemberatan ancaman pidana.

4. Kebijakan mengubah rumusan norma hukum pidana sebagai bentuk
kejahatan (independent crimes), meski jumlahnya relatif sedikit.

5. Kebijskan merumuskan norma hukum pidana baru dengan
menggunakan frasa atau kata yang lazim dalam hukem pidana yang
menyebabkan rumusannya bersifat ambigu atau meluas dan tanpa
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C

~ batas atau serba meliputi yang tidak menjamin adanya kepasman '

hukum dan berpotensi pelanggaran terhadap hak dasar manusia..

PERUMUSAN ANCAMANSANKSI PIDANA DALAM UNBANG-'{ :

- UNDANG DI LUAR KUHP

o Untuk mengetahui perumusan ancaman sanksi pidana dalam uﬂdanc:_
- undang di luar &KUHRP terlebih dahulu akan divraikan mengenat pelumusan -

-_'_-'--_ancaman sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP.

- Perumusan ancaman pidana dalam KUHP relatif lebih mstematzk

B :_:_'t'erstruktur dan memiliki argumen hukum yang lebih mudah diterima

.- oleh pemikiran kalangan ahli hukum pidana, meskipun-ada bagian tertentu
‘yang bobot ancaman pidananya dinilai terlalu ringan jika dihubungkan

dengan nilai hukum dan alam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

© Distribusi perumusan sanksi pidana dalam KUHP dapat dideskripsikan

"sebaﬂfal berikut (sumber dari Tim BPHN, “Perencanaan Pembangunan

Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Polifik

- Hukum dan Pemidanaan))”, Jakarta: BPHN, 2008, halaman 14 s.d. 16
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1. Pengaturan sistem pengancaman pidana dalam KUHP diatur dalam

pedoman umum pengancaman pidana dimuat dalam Buku I tentang
Ketentuan Umum:

a. Jenis pidana (dimuat dalam Pasal 10 KUHP)
b., Cara pengancaman pidana
¢. ‘Penjatuban pidana perbarengan
 d. Pemberatan dan peringanan pidana
2. Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku -II KUHP:
‘2. Pidana dendadipergunakan sebanyak 23 kali, dengan rincian:

1) Ancaman pidanandenda saja sebanyak 1 kali dengan
menggunakan rumusan ‘pidana denda®saja yang ditujukan
kepada pengurus perseroan yang andil dalam menerbitkan
izin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
anggaran dasar.

2) Ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana lain

sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase “atau pidana

denda’.
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3.

~5) Pidana Penjara paling lama 2 tahun = 37 kali

6) Pidana Penjara paling lama 3 bulan = 9 kali
7) Pidana Penjara paling lama 3 tahun = 5 kalt
 8) Pidana Penjara paling lama 4 tahun = 47 kali
9) Pidana Penjara paling lama 5 tshun = 30 kali
10) Pidana Penjara paling lama 6 bulan = 5 kali
11}/Pidana Penjara paling lama 6 tahun = 17 kahi
12) Pidana Penjara paling lama 7 tahun = 41 kali
13) Pidana Penjara paling lama 8§ tahun = 14 kal
14) Pidana Penjara paliag lama 9 bulan = 36 kali
15) Pidana Penjara paling lama 9 tahun = 19 kali
16} Pidana Penjara paling lama 12 tahun = 28 kali
17) Pidana Penjara paling lama 15 bulan = 28 kali
18) Pidana Penjara paling lama 20 tahun = 7 kali
19} Pidana Penjﬁra seumur hidup = 23 kali

Pengaturan pengancaman pidana dalam Buku 111 KUHP
a. - Pidana denda digunakan sebanyak 84 kali dengan rincian:

1) * Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan sebanyak
& kali.

2) Pidapa denda sebagai_alternatif pidana kurungan
dipergunakan sebanyak 35 kali.

3) Pidana senda sebagai pidana pokok dipergunakan sebanyak
39 kali.

b.  Pidana kurungan dipergunakan sebanyak 55 kali dengan rincian
sebagai berikut;

1) Pidana kurungan paling lama 1 bulan sebanyak = 7 kali
2) Pidana kurungan paling lama 1 tahun sebanyak = 1 kali

3) Pidana kurungan paling lama 10 hari sebanyak = 2 Kali
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:P;dana kuruncan diterapkan sebanyak 37 kah dengan rinc lan:

i)

-Pldana Lmunvzm dipergunakan-sebagal ancaman pldana

pokok sebanyak 9 kali yang perumusannya diawali dencran ;

“kata ‘denoan pidana kurungan’,

Pldana kurunvan sebaveu pldana altemat;f dari pidana lain -

L .chperoumkan sebanyak 28 kali yang dalam perumusannya '

diawali dengan kata ‘atau pidana kurungan’.

Pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana .

sebanyak 10 kali denvaz} cara pengancaman:

1)
2)

3)

Pidana mah sebao“al pidana pokok terberat.

Pzdana mati selaiu diancam sebagai pldana pemberatan
ditujukan delik yang dikualifisir,

Pidana ‘mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara
seumur hidup dan pidapa penjara paling lama 20 tahun.

Pidana Penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanvyak
485 kali dengan rinciamn:

1)

2)

3)

Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok,
sebagai alternatif atau sebagai pidana yang bersifat sementara

-atau sebagai pidana pengganti.

Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman

_pidana pokok dipergunakan scbanyak 274 kali.

Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur

oy hadup dipergunakan sebanyak 292 kali.
4)

Pidana penjara diancam sebagai ancaman pidana alternatif
dari angaman pidana fain dipergunakan sebanyak 26 kalil

Perumusan sanksi pidana penjara dalam Buku {1 dideskripsikan
sebagal berikut:

1)
2)

4

3)
4)

Pidana Penjara paling lama 1 bulan = 3 kali
Pidana Penjara paling lama 1 tahun = 48 kali
Pidana Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan = 6 kali

Pidana Penjara paling tama 2 tahun = 36 kali
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4) Pidana kurungan paling lama 12 hari sebanyak = 2 kali
5) ' Pi.c_ianz_l_kurungan paling lama 2 bulan sebanyak = 7 kali
6 Pi_d_gqa kurungan paling'tama 2 minggu sebanyak = 2:kali
7 P;dana kurungan paling I_éma_ 3 bulan sebanyak = 9 kali

8) Pidana kurungan paling_lﬁma 3 hari sebanyak = 3 kali

9) Pidana kurungan paling lama 3 minggu sebanyak = 2 Kali
10) Pida;i_a.};urungan paling lama 6 bulan sebanyak = I kali
11) Pidana kurungan paling lama 6 minggu sebanyak = 1 kali

Deskripsi perumusan ancaman pidana penjara dan pidana denda
dihubungkan denga pola perumusan perbuatan pidana dan pola pemberatan
dan peringanan ancaman pidana tampak tersusun secara sitematik, sehingga
pola pemberatan dengan memasukan unsur-unsus tertentu sebagai pemberat
ancaman pidana dan unsur-unsur tertentu sebagai peringanan ancaman
pidana menunjukan sistem vang logis dan mudah dipahami. Hal ini
tentu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk mejatuhkan pidana
berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman pidana ersebut.

Rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana
atau undang—undaﬁg memuat Ketentuan sanksi pidana dalam undang-
undang di lnar KUHP baik dalam lapangan bukum administrasi maupun
lapangan hukum keperdataan belum menunjukan perumusan ancaman
pidana yang sistematik, terstruktur dan-logis, demikian juga dalam
merunmuskan.ancaman sanksi pidana minimum khusus.

Distribusi ‘perumusan ancaman sanksi pidana secara umum yang
dimuat dalam undang-undang di luar KUHP sampai dengan tahun 2007,
dapat dideskripsikan sebagai berikut (Sumber Bahan Diskusi untuk Pokja
BFHN, 2008 dan Tim Redaksi Tata Nusa, Kompilasi Pasal-pasai Ketentuan
Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP, Jakarta:
PT Tatanusa, 2007).

Distribusi pengenaan pidana denda:

Denda Rp 100.000,- dipergunakan 15 pasal
- Denda Rp 200.000,- dipergunakan 6 pasal
Denda Rp 600.000.- dipergunakan 21 pasal
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| -..I:)é_nda Rp 1.000.000,- dipergunakan

" Denda Rp 1.500.000,- dipergunakan

':"'_Dj_énda Rp 2.000.000,- dipergunakan

..":Dg.nda Rp 3.000.0002 dipergunakaﬁ

: 'jDér_}da Rp 4.000.000,- dipergunakan
“ Denda Rp.5.000.000,- dipergunakan

‘Denda Rp 6.060.000,- dipergunakan
" Denda Rp 9.000.000,- dipergunakan
“Denda Rp 10.000.000,- dipergunakan

;..-_D_e_nda Rp 12.000.000,- dipergunakan
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‘Denda Rp 15.000.000,- dipergunakan
' Denda Rp 20.000.000,- dipergunakan
‘Denda Rp 25.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 30.000.000,- dipergunakan

Denda Rp 36.000.000,- dipereunakan
Dénda Rp 40.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 45.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 50.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 60.600.000,- dipergunakan
Denda Rp 72.000.000,- dipergunakan

~ Denda Rp 75.000.000,~ dipergunakan

Denda Rp 80.000.000,- dipesgunakan

Denda Rp 100.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 120.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 125.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 150.000.000,- dipergunakan
Denda Rp Z00.000.000,- dipergunakan

44 pasal
i-pasal
8 pasal
2 pasal
I pasal
6 pasal
21 pasal
1 pasal
34 pasal
1 pasal
3 pasal
7 pasal
9 pasal
6 pasal
1 pasal
i pasal
3 pasal
20 pasal
7 pasal
! pasal
1 pasal
5 pasal
43 pasal
I pasal
1 pasal
24 pasal

33 pasal
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: .....'_..:'::"‘Denda Rp 225.000. 000,- chper“unakaﬁ |
S ;_: Denda Rp 300 OOO OOO d1pergunakan

'Denda Rp 350 OOO 000 dlpewunakan '

" Denda Rp 400.000.000; - dipergunakan
| Denda Rp 450.000.000,- dipergunakan
~ Denda Rp 500.000.000;- dipersunakan

'_-..'Denda Rp 6{)0 OOG 000.- dlpergunakan
o | ~Denda Bp 750 OO{) 000,- dlperounakan
o :._'Dendd Rp 800 OOO 000,- dlperounakan

B Denda Rp 1_.0_00.000.0()0,— dlpergunakan
‘Deada Rp 1.200.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 1.500.000.000;- dipergunakan
. Denda Rp 2.000.000.000,- dipérgunakan
Denda Rp 2.500.000.000,; dipergunakan
':'.""'De.:_.ﬁda Rp 3.00'0.'000.(.)00,-' .diper'gu'nakan
‘Denda Rp 4.000.000.000,- dipersunakan
" Denda Rp 5.000.000.000,- dipersunakan
" Denda Rp 6.500.000.000,- dipergunakan
" Denda Rp 7000.000.000, dipergunakan
* Denda Rp 8.000.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 10.000.000.000,- dipergunakan
“"Denda Rp 15.000.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 20.000.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 25.000.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 40.000.000.000,- dipergunakan
Denda Rp 50.000.000.000,- dipergunakan

14 pasal

20 pasal

5 pasal
1 pasal
45 pasal
4_pasai
iO pasal
6 pasal -

48 pasal |

2 pasai_
10 pasal
26 pasal
l_pasal
13 pasal
6 pasal
26 pasal
1 pasal
2 pasal
1 pasal
3 pasal
9 pasal
5 pasal
2 pasal
1 pasal
1 pasal

Denda Rp 100.006.000.000,- dipergunakan 3 pasal
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o .:Danda Rp 200.000.000.000,- dipergunakan 3 pasal

- Denda Rp 1 Triliun dipergunakan i pasal

Distribusi pengenaan ancaman sanksi pidana mati dan penjarayang -

termasuk kategori begat (10 tahun sampai dengan 25 tahun) sebagai.

. berikut:

| 'Pidana mati dipergunakan ' 16 pasal
Pidana penjéréi seumur hidup 21 pasal
Pidana/penjara 10 tahun dipergunakan 42 pasal
Pidana penjara 12 tahun di?ergunakan 10 pasal
Pidana penjara 15 tahun dipergunakan 38 pasal
Pidana penjara 18 tahun dipefgunakan 3 pasal
Pidana penjara 20 tahun dipergunakan 27 pasal
Pidana penjara 25 tahun .dipergunakan 2 pasal
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Distribusi pengancaman sanksi pidana minimum khusus sebagai berikut:

Pidana penjara minimum khusus 15 hari dipergunakan 12 pasal
Pidana penjara minimum khusus I bulan dipergunakan 16 pasal
Pidana penjara minimum khusus 2 bulan dipergunakan 21 pasal
Pidana'penjara minimum khusus 3 bulan dipergunakan 15 pasal
Pidana penjara minimum khusus 4 bulan dipergunakan 9 pasal
Pidana penjara,minimum khusus 6 bulan dipergunakan 7 pasal
Pidana penjara minimum khusus b fahun dipergunakan 21 pasal
Pidana penjara minimum Khusus 2 tahun dipergunakan 20 pasal
Pidana penjara minimum khusus 3 tahun"dipergimakan 19 pasal
Pidana penjara minimum khusus 4 tahun dipergunakan 10 pasal
Pidana penjara minimum khusus 5 tahun dipergunakan 11 pasal
Pidana penjara minimum khusus 7 tahun dipergunakan 1 pasal
Pidana penjara minimum khusus 10 hari dipergunakan 4 pasal
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L sttr1bus1 pencancaman sanksﬂ pid;}ﬁd dalam hukum pidana vang
*"dimuat datam undang-undang di taar KUHP menunjukan pola perumusan

- “.fancaman sanksi pidana yang belumoterSisun secara sistematik dan
- woterstruktur. Hal yang tampak menonjol adalah perumusan ancaman pidana
o - minimum khusus yang semiula dimaksudkan untuk mengurangi ter jadinya
'-ciispautas penjatuhan pldana untuk perbuatan pidana yang termasuk

- :--..;kateoon berat/sangat berat/luar biasa berat, dalam penerapannya diterapkan

i terhadap tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman pidana

. penjara_hitungan bulan. Ancaman minimum khusus selama 10 tahun

" penjara dipandang . sebagai ancaman pidana minimum khusus yang terlalu
- berat, terutama ditujukan kepada perbuatan p;dana yang pelaku lebih
' '::dan satu oranw/penyertaan .

i Ancaman pldana mati lebih banyak dlpexcunakan dalam undang-
' undaﬁo di luar KUHP (16 kali) dibandingkan dengan KUHP (10-kali).
_Distribusi pengancaman pidana yang termasuk kategori berat tersebut

" 'menunjukan frekuensi yang relatif lebih sering dipelvunahan sebagai

) ancaman pxdana dampada ancaman pidana yang ringan-ringan.

. TEMUAN DAN PERMASALATAN MENGENAI PERUMUSAN
ANCAMAN SANKSI PEDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI
e LUAR EUHP

- Berdasarkan hasil kajian melalui PokJa BPHN 2008 dapat dipercleh

' temuan mengenal pengaturan hukum pidana daff perumusan ancaman
) ‘sanksi pldan_a dalam undang-undang di lnar KUHP sebagai berikut:

1. Terdapatduplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi

norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda dengan indikasi ancaman

~ pidananya lebih berat dari ancaman pidana dalam KUHP. Sebagian

diantaranya membuat rumusan yang semula sebagai kejahatan (generic

crimes) berubah menjadi tindak pidana di bidang administrasi

(administrative crimes/dependent crimes) meskipun ancampanfya
lebih berat dari ancaman pidana dalamKUHE.

Permasalahan: aparat penegak hukum acap kali kebingungan dalam
memilih menerapkan pasal yang mana yang paling tepat? Persoalan
pilihan hukum tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dalam
penegakan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana. Semestinya
norma dalam hukum pidana nasional suatu negara adalah satu,
jika ada unsur perbuatan pidana sebagai tambahan (hal ikhwal),
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. berfungsi sebagai faktor yang memperberat atau memperingan ancaman -
.. sanksi pidana yang tidak perlu harus dirumuskan dalam undang- " " .
-undang tersendiri.

2. Ancaman sanksi pidana vang lebih berat dari ancaman pidana yancr '

- dimuat dalam KUHP padahal perbuatan pidananya relatif sama,

"+ jika ada perbedaan karena penambahan unsur-unsur bary, menunjukan

- /penambahan unsur sebagai faktor pemberat ancaman pidana, ternyata

- tidak seimbang karena pembelatan ancaman pidana terlalu berai
- atau bezleblhan :

o Permasalahan cara tersebut meny1mpancr kriteria atau parameter
perumusan ancaman pidana dan penjatuhan pidana. Pemberatan

ancaman sanksi pidana bukan terletak pada ditempatkan mana undang-

- hadang mengatur (KUHP atau dalam undang-undang di luar KUHP),
-~ melainkan terletak pada sifat perbuatannya.

: Adanya ancaman pidana minimum Khusus terhadap perbuatan pidana

yang sama dengan KUHP pada hal KUHP tidak memuat ketentuan
pidana minimum khusus, bahkan sebagian di antara ancaman pidana

- munimum khusus dikenakan terhadap tindak pidana yang relatif
. ringan dengan hitungan bulan.

Permasalahan: adanya ancaman pidana minimum khusus ditujukan
terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga

.. memetlukan batasan bawah (minimum) dalam penjatuhan pidana
- agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas
~ dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, delik biasa (umum) tidak

perlu mencanturkan ancaman pidana minimum khusus. Perumusan

~ ancamar ‘pidana’ minimum khusus harus ada kriteria atau syarat

tertentu yamng jelas dan tegas (pasti) agar tercapai tujuan
dicanitumkannya pidana minimum khusus tersebut dan sesuai dengan
rasa keadilan,

Ancaman pidana minimum Khusus,terlalu berat, yakni"ada yang 5
tahun, 7 tahun, dan bahkan ada yang 10 tahun penjara.

Permasalahan: Ancaman pidana minimum khusus tersebut terlalu
tinggi yang mempersempit ruang gerak hakim untuk menjatuhkan
pidana yang adil kepada terdakwa. Hal tersebut membuat dilema
bagi penuntut umum dan hakim serta bagi pencari keadilan, karena
menegakkan hukum sebagai mana mestinya dengan ancaman mini-
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_.dalam pen_;atuhan p1dana dan potensx melangszar hak dasar manusia.

i : '.Ancaman pidana minimum hhusus diancamkan pada perbuatan pidana

- _yanw sanorat berat atan luar biasa berat, semestinya tidak untuk

ﬁ; _perbuatan pxdana yanc 1elat1f ringan. Perumusan ancaman pidana

‘minimum khusus telhadap tindak pldana yang terlalu ringan adalah

:Udak ‘tepat dan ddpat mengurangi ruang gerak hakim untuk

. menjatuhkan pxdana yang . adﬂ hepada terdakwa, mengingat tergolong

.'zmofm dan semestinya juga dapat menjatuhkan pidana yang ringan,
jika, dltemukan faktor yang mempermﬂan ancaman pidana.

- Pemberatan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan model
pemberatan dalam KUHP yaitu ancaman pidana pokok ditambah
sepertiga.

- Permasalahan: teknik pembératan ancaman pidana yang tidak sesuai
“‘dengan model pemberatan dalam KUHP yaitu pidana pokok ditambah

(s sepertiga, akan menimbaikan reaksi masyarakat yang tidak perlu

“*dan memperlemah praktik penegakan hukum pidana. Jika dihadapkan
“antara mengejar kepastian hukum atau keadilan hukum, acap kali

" aparat penegak hukum cenderung raemilih untuk tidak mengajukannya

ke pengadilan atau membiarkannya/tidak menuntut, karena diajukan

ke pengadilan akan ditegakkan kepastian hukum, tetapi dapat menabrak
rambu-rambu keadilan atau bertentangan dengan aspirasi keadilan
- masyarakat. Pemberatan dalam pernmusan ancaman pidana dalam
qundangeundang di luar KUHP tidak konsisten dan tidak sistematik/
terstruktur sementara unsur-unsur pemberatnya tidak rasional atau
. tidak memiliki ukuran serta batasan yang tegas dan jelas,

Pidana mati lebih sering diancamkan dalam hukum pidana yang
_dimuat dalam undang-undang di luar KUHP dan pola ancaman
.pidana mati tidak terstruktur dan tidak sistematik.

“Permasalahan: ancaman pidana matl ternyata banyak diancamkan
dalam undang-undang di luar KUHP terdapat kurang lebih 16 ancaman
‘pidana mati. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan
hukum, dan bahkan dalam sejarahnya ada yang dijatubi pidana
mati karena hulum pidana yang berfaku surut yang kemudian
dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemberlakuan yang
inkonsistensional.
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'"Menydmahan 1umusan ancaman pidana terhadap perbuatan.
'peimuﬁkatan jahat, persiapan.an percobaan dencran perbuatan
. ;pelaksanaan (selesai). s = : S

. Pcnmasalalmn pmmufakatan that untuk melakukan tindak pidana.

g '._.chpldana dan pidananya sama dengan pidana apa‘mla perbuatan

Y fersebut dllakukaxﬂselesaz difakukan. Perluasan dan pemberatan vang
' demll\la;} m_1 tidak Ia.am dalam hukum pidana dan berpoten& melanggar
*“hak’asasi manusia. Sebagai standar umum semestinya mengacy

' 3'_kepdda pengancaman perbuatan pidaga percobaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 KUHP yang ancaman pidanan_ya adalah
; pidana pokok dlkuranm sepertiga. '

L‘ PEN{}TUP

L

Pola pengancaman pidana terhadap perbuatan pidana vang dimuat

dalam undang-undang di luar KUHP baik yvang memuat ketentuan

_hukum pidana Lhuszss hukum pidana umum, maupun hukum pidana

di bidang hukum administrasi dan keperdataan menmmjukan perumusan

. ancaman pidana.yang tidak terstruktur dan tidak sistemarik. ‘Jika
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-mengikuti dokirin hukum pidana bahwa ancaman sanksi pidana

dalam pasal-pasal hukum pidana sebagai parameter keadilan dalam

- penjatuban pidana, maka parameter tersebut sulit untuk diterapkan

sehingga melahirkan putusan pengadilan yang adil.

Faktor penyebab terjadinya perumusan ancaman pidana yang demikian

~-imi, karena pembentuk hukum telah melepaskan diri dari ikatannya

dengan ketentuan urmum hukum pidana sebagaimana yang dimuat
dalam Buku I KUHP, kemudian membentuk rumusan tersendii dan
ternyata antara ketentuan dalam undang-undang lain berbeda-beda.

Perumusan ancaman sanksi pidana yang tidak terstrultur dan tgdak
sistematik tersebut menimbulkan keadaan yang menyulitkan praktik
penegakkan hukum pidasa dalam ranskauntkmenemukan keberadaan
materiil dan menegakkan keadilan substanstif. Acap kali muncul
praktik penegakkan hukum yang tidak adil dan diskriminatif yang
berpotensi melakukan pelanggaran hak dasar manusia.
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